KOMISI PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA
Nomor . 1900/PT .01 =D /n6/RPUNTIT o0t Jakarta, 9 Asustus 2013
Sifat . Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Tindak Lanjut Putusan

Mahkamah Konstitusi

Yth. 1. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh
2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota

Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 8 Agustus 2019
berkenaan dengan beberapa perkara PHPU DPR-DPRD (daftar terlampir), dengan
ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota segera menetapkan
perolehan kursi partai politk dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD
Provinsi/DPR Aceh dan DPRD Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada;

a. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon
Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam
Pemilihan Umum.

b. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan kelima atas
Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menjadwalkan penetapan
perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Provinsi/DPR Aceh dan
DPRD Kabupaten/Kota paling lama 5 (lima) hari setelah salinan penetapan
atau Putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU. Batas waktu 5 (lima)
hari dihitung sejak Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diunggah di JDIH
KPU

2. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mencantumkan
Nomor Perkara Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 8 Agustus 2019 dalam
perkara PHPU DPR-DPRD pada bagian “konsideran memperhatikan”
Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota (daftar
terlampir).



perkara PHPU DPR-DPRD pada bagian “konsideran memperhatikan”
Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota (daftar
terlampir).

KPU Provinsi/KIP Aceh segera menyampaikan Berita Acara dan Keputusan
KPU Provinsi/KIP Aceh tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik
beserta lampirannya serta Berita Acara, dan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh

tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi/DPR Aceh kepada
KPU.

KPU/KIP Kabupaten/Kota segera menyampaikan Berita Acara dan Keputusan
KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik
beserta lampirannya serta Berita Acara, dan Keputusan KPU/KIP
Kabupaten/Kota tentang Penetapan Calon Terpiih Anggota DPRD
Kabupaten/Kota kepada KPU.

KPU Provinsi/KIP Aceh segera mengusulkan nama-nama calon terpilih Anggota
DPRD Provinsi/DPR Aceh kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur guna
keperluan pengucapan sumpah janji Anggota DPRD Provinsi/DPR Aceh.

KPU/KIP Kabupaten/Kota segera mengusulkan nama-nama calon terpilih
Anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota guna
keperluan pengucapan sumpah janji Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan, terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Tembusan disampaikan kepada:

1.

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi, di Jakarta

2. Yth. Ketua Bawaslu, di Jakarta.



REKAP AMAR PUTUSAN PHPU PILEG 2019
8 AGUSTUS 2019 —09.30

~ Amar Putusan

Nomor Perkara okok Perkara - Pemohon Dapil
16-01-12/PHPU.DPR- | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum | Partai Kebangkitan Bangsa | Cirebon 1; Bekasi 4, Subang | Dalam Eksepsi:
DPRD/XVII/2019 DPR-DPRD Provinsi Jawa Barat | (PKB) - Sukron Ma'mun & | 7, Kota Tasikmalaya 1 Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;
(Jabar) Tahun 2019 Hendra Juniarsa (Caleg PKB)
Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan Permohonan Pemohon 2,
Perseorangan atas nama Hendra Juniarsa untuk
Dapil Kota Tasikmalaya 1, Gugur;
Menyatakan Permohonan Pemohon 1;
Perseorangan atas nama Sukron Ma'mun untuk
Dapil Subang 7, Tidak Dapat Diterima;
Menolak Permohonan Pemohon 1, untuk selain dan
selebihnya.
10-08-12/PHPU.DPR- | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum | Partai Keadilan Sejahtera | JABAR VII; Indramayu 3 Dalam Eksepsi:
DPRD/XVII/2019 DPR-DPRD Provinsi Jawa Barat | (PKS) Menolak Eksepsi Termohon;
(Jabar) Tahun 2019

Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan Permohonan Pemohon, sepanjang
untuk DPR RI Dapil JABAR VI, Tidak Dapat Diterima;

Menolak Permohonan Pemohon, sepanjang untuk
DPRD Kabupaten Indramayu Dapil Indramayu 3.




No Nomor Perkara Pokok Perkara Pemohon k Dapil Amar Putusan
3. 156-02- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum | Partai Gerakan Indonesia | JABAR IV; JABAR VIII; Bekasi | Dalam Eksepsi:
12/PHPU.DPR- DPR-DPRD Provinsi Jawa Barat | Raya (Gerindra) - Mustofa, | 5; Kuningan 2; Kota Bogor 1 Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya
DPRD/XVII/2019 (Jabar) Tahun 2019 S.E. (Caleg Partai Gerindra)
Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan Permohonan Pemohon, sepanjang
untuk DPR RI Dapil JABAR IV, Tidak Dapat Diterima;
Menyatakan Permohonan Pemohon, sepanjang
untuk DPR RI Dapil JABAR VIII, Tidak Dapat Diterima;
Mengabulkan  Penarikan Kembali Permohonan
Pemohon, sepanjang untuk DPRD Kabupaten Bekasi
Dapil Bekasi 5;
Menyatakan Permohonan Pemohon, sepanjang
untuk DPRD Kabupaten Kuningan Dapil Kuningan 2,
Tidak Dapat Diterima;
Menolak Permohonan Pemohon, sepanjang untuk
DPRD Kota Bogor Dapil Kota Bogor 1.
4. | 168-04- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum | Partai ~ Golongan  Karya | Jabar 10; Jabar 11; Kota | Dalam Eksepsi:

12/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019

DPR-DPRD Provinsi Jawa Barat

(Jabar) Tahun 2019

(Partai Golkar)

Bekasi 2; Kota Bekasi 6

Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemchon, sepanjang
untuk DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil Jabar 10 dan
DPRD Kota Bekasi Dapil Kota Bekasi 6, ditarik
kembali




Pokok Perkara

Pemohon

Dapilyr

No Nomory‘Pérkara Amar::,Putusan
Menyatakan Permohonan Pemohon, sepanjang
untuk DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil Jabar 11, Tidak
Dapat Diterima;
Menolak Permohonan Pemohon, sepanjang untuk
DPRD Kota Bogor Dapil Kota Bekasi 2, untuk
seluruhnya.
5. | 182-04- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum | Partai ~ Golongan  Karya | Kutai Barat 1; Kota Samarinda | Dalam Eksepsi:
23/PHPU.DPR- DPR-DPRD  Provinsi  Kalimantan | (Partai Golkar) - M. Yunan | 4 Menolak Eksepsi Termohon;
DPRD/XVII/2019 Timur (Kaltim) Tahun 2019 Kadir (Caleg Partai Golkar)
Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan Permohonan Pemohon, sepanjang
untuk DPRD Kabupaten Kutai Barat Dapil Kutai Barat
1, Tidak Dapat Diterima;
Menolak Permohonan Pemohon, untuk selain dan
selebihnya.
6. | 58-14-20/PHPU.DPR- | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum | Partai Demokrat Kalbar 5; Ketapang 2 Dalam Eksepsi:

DPRD/XVII/2019

DPR-DPRD
Barat (Kalbar) Tahun 2019

Provinsi  Kalimantan

Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon, sepanjang
untuk DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dapil Kalbar
5, Tidak Dapat Diterima;

Menolak Permohonan Pemohon, untuk selain dan
selebihnya.




NO {

Nomor Perkara

. Pokok Perka ra ;

- Pemohon

Dapil

- Amar Putusan

154-02-
20/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
DPR-DPRD  Provinsi  Kalimantan
Barat (Kalbar) Tahun 2019

Partai Gerakan Indonesia
Raya (Partai Gerindra)

KALBAR I; Kalbar 6

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:
Mengabulkan ~ Permohonan  Pemohon  untuk
Sebagian;

Menetapkan Perolehan Suara Pemohon untuk
Hendri Makaluwas, Calon Anggota DPRD Provinsi
Kalimantan Barat dari Partai Gerindra Nomor Urut 1
Dapil Kalbar 6 adalah 5.384 suara;

Menolak Permohonan Pemohon, sepanjang untuk
DPR RI Dapil KALBAR |, serta permohonan selain

dan selebihnya;

Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan
putusan ini.

(cek Salinan putusan)

94-19-18/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
DPR-DPRD Provinsi Nusa Tenggara
Barat (NTB) Tahun 2019

Partai Bulan Bintang (PBB)

Lombok Barat 2; Lombok
Barat 4; Lombok Timur 3

Dalam Eksepsi:
Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon, sepanjang
untuk DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil
Lombok Barat 2, Tidak Dapat Diterima;




DPRD/XVII/2019

DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Utara
(Sulut) Tahun 2019

Perjuangan (PDI Perjuangan)

No. meor Péfrkaryayp :  Pokok P'erka‘ra Pemphon Dapil Amar Putusan

Menyatakan Permohonan Pemohon, sepanjang
untuk DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil
Lombok Barat 4, Ditarik Kembal;
Menolak Permohonan Pemohon, untuk selain dan
selebihnya.

9. | 191-05-18/PHPU.DPR- | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum | Partai Nasional Demokrat | Bima 6 Dalam Eksepsi:

DPRD/XVII/2019 DPR-DPRD Provinsi Nusa Tenggara | (Partai NasDem) Menolak Eksepsi Termohon;
Barat (NTB) Tahun 2019

Dalam Pokok Permohonan:
Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya.

10. | 81-03-25/PHPU.DPR- | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum | Partai Demokrasi Indonesia | Kota Manado 4 Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:
Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya.

11.

121-12-25/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Utara
(Sulut) Tahun 2019

Partai  Amanat  Nasional

(PAN)

SULUT;
Mongondow  3;
Utara 3

Bolaang
Minahasa

Dalam Eksepsi:
Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon, sepanjang
untuk DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Dapil
Bolaang Mongondow 3, Ditarik Kembalj;

Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan
selebihnya.




No Nomor Perkara - Pokok Perkara Pemohon Dapil Amar Putusan
12. | 19-01-26/PHPU.DPR- | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum | Partai Kebangkitan Bangsa | SULTENG; Donggala  3; | Dalam Eksepsi:
DPRD/XVII/2019 DPR-DPRD  Provinsi  Sulawesi | (PKB) - Syarif Hidayatullah | Donggala 4 Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
Tengah (Sulteng) Tahun 2019 (Caleg PKB)
Dalam Pokok Permohonan:
Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya.
13. | 06-29/PHPU- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum | Fatmayani Harli Tombili SULAWESI TENGGARA Dalam Eksepsi:
DPD/XVII/2019 DPD Provinsi  Sulawesi Tenggara Menolak Eksepsi Termohon;
(Sultra) Tahun 2019
Dalam Pokok Permohonan:
Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya.
14. | 09-08-29/PHPU.DPR- | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum | Partai Keadilan  Sejahtera | Sultra 6 Dalam Eksepsi:
DPRD/XVII/2019 DPR-DPRD Provinsi Sulawesi | (PKS) Menolak Eksepsi Termohon;
Tenggara (Sultra) Tahun 2019
Dalam Pokok Permohonan:
Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya.
15. | 80-03-29/PHPU.DPR- | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum | Partai Demokrasi Indonesia | Konawe 4 Dalam Eksepsi:
DPRD/XVII/2019 DPR-DPRD Provinsi  Sulawesi | Perjuangan (PDI Perjuangan) Menolak Eksepsi Termohon;
Tenggara (Sultra) Tahun 2019
Dalam Pokok Permohonan:
Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya.
16. | 165-02- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum | Partai Gerakan Indonesia | Kolaka Utara 1; Muna 6 Dalam Eksepsi:

29/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019

DPR-DPRD Provinsi  Sulawesi
Tenggara (Sultra) Tahun 2019

Raya (Partai Gerindra)

Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:
Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya.




Nomor Perkara

No Pokok Perkara - Pemohon Dapil ‘Amar Putusan
17. | 198-05- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum | Partai Nasional Demokrat | Buton Selatan 3 Dalam Eksepsi:
29/PHPU.DPR- DPR-DPRD  Provinsi  Sulawesi | (Partai NasDem) Menolak Eksepsi Termohon;
DPRD/XVII/2019 Tenggara (Sultra) Tahun 2019
Dalam Pokok Permohonan:
Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya.
18. | 79-03-27/PHPU.DPR- | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum | Partai Demokrasi Indonesia | Sulsel 4; Toraja Utara 3 Dalam Eksepsi:
DPRD/XVII/2019 DPR-DPRD  Provinsi  Sulawesi | Perjuangan (PDI Perjuangan) Menolak Eksepsi Termohon;
Selatan (Sulsel) Tahun 2019
Dalam Pokok Permohonan:
Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya.
19. | 110-10-27/PHPU.DPR- | Petselisihan Hasil Pemilihan Umum | Partai Persatuan | SULSEL Ill; Takalar 1 Dalam Eksepsi:
DPRD/XVII/2019 DPR-DPRD  Provinsi  Sulawesi | Pembangunan (PPP) Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;
Selatan (Sulsel) Tahun 2019
Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan Permohonan Pemohon, sepanjang
untuk DPR RI Dapil SULSEL Ill, Tidak Dapat Diterima;
Menolak Permohonan Pemohon, untuk selain dan
selebihnya.
20. | 151-02- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum | Partai Gerakan Indonesia | Gowa 6; Maros 1, Pangkajene | Dalam Eksepsi:
27/PHPU.DPR- DPR-DPRD  Provinsi  Sulawesi | Raya (Partai Gerindra) dan Kepulauan 2; Kota | Menolak Eksepsi Termohon;
DPRD/XVII/2019 Selatan (Sulsel) Tahun 2019 Makassar 4

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon, sepanjang
untuk DPRD Kota Makassar Dapil Kota Makassar 4
Perseorangan atas nama Kasrudi, Ditarik Kembali;




No

Nomor Perkara

Pokok Perkara

Pemohon :

Dapil

Amar Putusan

Menyatakan Permohonan Pemohon, sepanjang
untuk DPRD Kabupaten Maros Dapil Maros 1
Perseorangan atas nama M. llyas, Tidak Dapat
Diterima;

Menolak Permohonan Pemohon, untuk selain dan
selebihnya.

21.

229-07-
27/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
DPR-DPRD Provinsi Sulawesi
Selatan (Sulsel) Tahun 2019

Partai Beringin Karya (Partai
Berkarya) -  Nurhidayah
(Caleg Partai Berkarya)

Pangkajene dan Kepulauan 3

Dalam Eksepsi:
Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan ~ Permohonan ~ Pemohon  yang
berdasarkan APPP Nomor 225-07-27/AP3-DPR-
DPRD/PAN.MK/2019, Ditarik Kembali;

Menolak Permohonan Pemohon yang berdasarkan
APPP Nomor 231-07-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/
2019, untuk seluruhnya.

22.

02-32/PHPU-
DPD/XVII/2019

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
DPD Provinsi Maluku Utara (Malut)
Tahun 2019

lkbal Hi. Djabid, S.E., M.M.

MALUKU UTARA

Dalam Eksepsi:
Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat
Diterima.




Pemohon

No Nomor Perkara Pokok Perkara Dapil - Amar Putusan
23. | 41-13-32/PHPUDPR- | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum | Partai Hati Nurani Rakyat | Malut 1; Halmahera Selatan 4 | Dalam Eksepsi:
DPRD/XVII/2019 DPR-DPRD Provinsi Maluku Utara | (Hanura) - Sugiyanto Menolak Eksepsi Termohon;
(Malut) Tahun 2019 Marsaoly  (Caleg Partai
Hanura) Dalam Pokok Permohonan:
Menolak Permohonan Pemaohon untuk Seluruhnya.
24. | 90-19-32/PHPU.DPR- | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum | Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Ternate 2 Dalam Eksepsi:
DPRD/XVII/2019 DPR-DPRD Provinsi Maluku Utara Menolak Eksepsi Termohon;
(Malut) Tahun 2019
Dalam Pokok Permohonan:
Menolak Permohonan Pemaohon untuk Seluruhnya.
25. | 142-20- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum | Partai Keadilan dan | Malut 4; Halmahera Selatan | Dalam Eksepsi:
32/PHPU.DPR- DPR-DPRD Provinsi Maluku Utara | Persatuan Indonesia (PKP | 2; Halmahera Selatan 3; | Menolak Eksepsi Termohon;
DPRD/XVII/2019 (Malut) Tahun 2019 Indonesia) Halmahera Selatan 4;

Halmahera Selatan 5; Kep.
Sula 2; Kep. Sula 4

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon, sepanjang
untuk DPRD Kabupaten Kepulauan Sula Dapil Kep.
Sula 2 dan Dapil Kep. Sula 4, Tidak Dapat Diterima;

Menolak Permohonan Pemohon, untuk selain dan
selebihnya.




REKAP AMAR PUTUSAN PHPU PILEG 2019

8 AGUSTUS 2019 —16.00

Nomor Perkara

~ Pokok Perkara

o ’pemyohon,;i l

_l'?utusan

63-14-34/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
DPR-DPRD Provinsi Papua Barat
Tahun 2019

Partai Demokrat

PABAR; Pabar 1; Pabar 2;
Pabar 4; Tambrauw 1;
Tambrauw 3

Dalam Eksepsi:
Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon, sepanjang
keanggotaan DPR RI Dapil PAPUA BARAT; DPRD
Provinsi Papua Barat Dapil Pabar 2 dan Dapil Pabar 4,
serta DPRD Kabupaten Tambrauw Dapil Tambrauw 1
dan Dapil Tambrauw 3, Tidak Dapat Diterima;

Menolak Permohonan Pemohon, sepanjang untuk
DPRD Provinsi Papua Barat Dapil Pabar 1.

95-19-34/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
DPR-DPRD Provinsi Papua Barat
Tahun 2019

Partai Bulan Bintang (PBB)

Manokwari 3

Dalam Eksepsi:
Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk sebagian,

sepanjang mengenai Permohonan Pemohon Tidak
Jelas atau Kabur;

Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat
Diterima.

162-02-
34/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
DPR-DPRD Provinsi Papua Barat
Tahun 2019

Partai Gerakan Indonesia Raya
(Partai Gerindra)

PABAR; Pabar 4;
Tambrauw 1; Tambrauw
3; Teluk Bintuni 3

Dalam Eksepsi:
Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk

seluruhnya;




No

Nomor Perkara

~ Pokok Perkafa

Pemohon

Dapil

Putusan

Dalam Pokok Permohonan:
Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya.

4, 31-08-34/PHPU.DPR- | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum | Zafiluddin (Caleg PKS) Teluk Wondama 1 Dalam Eksepsi:
DPRD/XVII/2019 DPR-DPRD Provinsi Papua Barat Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait,
Tahun 2019 untuk seluruhnya;
Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat
Diterima.
5. | 05-34/PHPU- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum | Abdullah Manaray, S.T. PABAR Dalam Eksepsi:
DPD/XVII/2019 DPD Provinsi Papua Barat Tahun Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk
2019 seluruhnya;
Dalam Pokok Permohonan:
Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya.
6. 119-12-34/PHPU.DPR- | Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Partai Amanat Nasional (PAN) - | Pabar 1; Sorong Selatan 3 | Dalam Eksepsi:
DPRD/XVII/2019 DPR-DPRD Provinsi Papua Barat Karubium  Agustinus ~ Momot Menolak Eksepsi Termohon;
Tahun 2019 (Caleg PAN)
Dalam Pokok Permohonan:
Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya.
7. | 171-04- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum | Partai Golongan Karya (Partai | Pabar 4 Dalam Eksepsi:

34/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019

DPR-DPRD Provinsi Papua Barat
Tahun 2019

Golkar)

Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:
Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya.







